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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan penelitian ini yaitu: 

1. Lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten 

Seluma terjadi bukan semata-mata karena tingginya nominal uang hantaran, 

tetapi merupakan akibat dari interaksi berbagai faktor yang saling 

memengaruhi. Penentuan uang hantaran dalam masyarakat dilakukan 

melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang melibatkan orang tua, 

keluarga besar, tokoh adat, dan dalam kondisi tertentu tokoh agama. Dalam 

praktiknya, proses musyawarah tidak selalu menghasilkan kesepakatan 

karena dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, 

perubahan nominal uang hantaran setelah tercapainya kesepakatan awal, 

tuntutan tambahan di luar hasil musyawarah, tingkat pendidikan calon 

mempelai perempuan, status sosial keluarga, serta adanya tekanan dari 

keluarga besar untuk mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga atau 

menjadi ukuran prestise sosial di tengah masyarakat. Selain uang hantaran 

ada juga penyebab lain seperti, jumlah uang hantaran, waktu pembayaran 

uang hanatran, mahar yang berlebihan dan kewajiban lain yang diminta dari 

pihak wanita. 

2. Analisis Normatif, Filosofis dan Sosiologis terhadap lamaran batal akibat 

uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Dalam perspektif normatif, lamaran batal akibat uang hantaran di 

Kecamatan Ilir Talo memiliki kedudukan yang berbeda antara aspek 

hukum, nilai, dan realitas sosial. Secara normatif, hukum Islam 

membolehkan peminangan sebagai tahapan sebelum akad nikah 

sebagaimana isyarat dalam Al-Qur'an dan menjadikan peminangan 

sebagai proses untuk mempersiapkan perkawinan, bukan sebagai akad 

yang mengikat. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 sampai 

dengan Pasal 13 juga menegaskan bahwa peminangan belum 

menimbulkan akibat hukum sehingga pembatalannya diperbolehkan, 

tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik serta tetap menjaga 

hubungan kekeluargaan. Sedangkan dalam perspektif 'urf, tradisi tersebut 

termasuk 'urf sahih selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap 

menghadirkan kemaslahatan. Namun, ketika penentuan uang hantaran 

dilakukan secara berlebihan hingga mengakibatkan lamaran batal, maka 

pelaksanaannya telah bergeser dari tujuan normatif yang menghendaki 

kemudahan, musyawarah, dan keharmonisan. Selain uang hantaran 

penyebabnya juga ada mengenai mahar yang melebihi kesanggupan 

mempelai pria dan tidak sesuai dalam perspetif normatif yang dijelaskan 

dalam hukum positif dan KHI  pasal 30 sampai pasal 34. 

b. Dalam perspektif filosofis, uang hantaran pada hakikatnya mengandung 

nilai kemaslahatan, keadilan, dan tujuan maqasid al-syariah. Tradisi 

tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, 

menunjukkan penghormatan kepada keluarga perempuan, serta 

mempersiapkan pelaksanaan perkawinan. Akan tetapi, ketika uang 
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hantaran lebih dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial, gengsi, dan 

kepentingan ekonomi daripada nilai penghormatan dan kebersamaan, 

maka kemaslahatan yang menjadi tujuan utama tradisi tidak lagi 

tercapai.Dalam perspektif maqaṣid syariah  uang hantaran masuk pada 

kategori konsep maslahat taḥsiniyyat. Maslahat taḥsiniyyat yaitu 

kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudaratan. Oleh 

karena itu, nilai filosofis tradisi uang hantaran hanya dapat terwujud 

apabila pelaksanaannya tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, 

dan tujuan syariat. Secara filosofis, mahar atau mas kawin bukan sekadar 

transaksi material atau harga untuk membeli seorang wanita. Mahar 

adalah simbol, bentuk penghormatan, manifestasi tanggung jawab, serta 

tanda ketulusan cinta dan komitmen moral seorang laki-laki dalam 

membangun fondasi. 

c. Dalam perspektif sosiologis, uang hantaran masih berfungsi sebagai 

hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Kecamatan Ilir Talo 

karena tetap dipatuhi sebagai bagian dari adat perkawinan masyarakat 

Serawai. Tradisi tersebut memiliki fungsi sosial dalam mempererat 

hubungan kekeluargaan, membangun solidaritas, dan menjaga identitas 

budaya masyarakat. Namun, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan perubahan orientasi nilai telah menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial dalam pelaksanaan tradisi uang hantaran. Pergeseran 

fungsi uang hantaran menjadi simbol prestise sosial memunculkan 

konflik antarkeluarga ketika terjadi perbedaan kepentingan mengenai 

besaran uang hantaran. Konflik tersebut menunjukkan bahwa pembatalan 
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lamaran merupakan akibat dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh 

hubungan kekuasaan dalam keluarga, tekanan sosial, dan perubahan cara 

masyarakat memaknai adat. Dalam perspektif teori Living Law Eugen 

Ehrlich, tradisi uang hantaran tetap merupakan hukum yang hidup karena 

dipatuhi oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu terus disesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat agar tetap mencerminkan nilai 

musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sehingga adat tidak berubah 

menjadi faktor yang menghambat terlaksananya perkawinan. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ilir Talo 

Kabupaten Seluma, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran kepada masyarakat diharapkan memandang uang hantaran sebagai 

simbol penghormatan kepada keluarga calon mempelai, bukan sebagai tolok 

ukur nilai seseorang ataupun ajang menunjukkan status sosial. Penentuan 

besaran uang hantaran hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai serta kondisi 

kedua belah pihak. Masyarakat perlu menghindari tuntutan uang hantaran 

yang terlalu tinggi karena dapat menjadi beban ekonomi, menunda 

pernikahan, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antarkeluarga. 

Pelestarian tradisi uang hantaran sebaiknya tetap dipertahankan dengan 

menyesuaikannya terhadap perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai adat 

tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan 

kemudahan dalam membangun kehidupan rumah tangga. 
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2. Pasangan yang akan menikah diharapkan dapat memandang uang hantaran 

sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga, bukan sebagai ukuran nilai 

diri atau ajang untuk menunjukkan status sosial. Oleh karena itu, penting 

bagi kedua calon mempelai untuk saling terbuka dan berdiskusi sejak awal 

mengenai besaran uang hantaran yang sesuai dengan kemampuan masing-

masing pihak. Pasangan sebaiknya mengutamakan kesepakatan yang adil 

dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hindari menetapkan uang hantaran 

yang terlalu tinggi karena dapat menimbulkan tekanan finansial, 

memperlambat rencana pernikahan, bahkan berpotensi memicu konflik 

dalam hubungan keluarga.  

3. Tokoh adat diharapkan tetap menjaga kelestarian tradisi uang hantaran 

sebagai bagian dari identitas budaya, namun juga amp menyesuaikannya 

dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Penetapan uang 

hantaran sebaiknya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan 

kemampuan calon mempelai laki-laki dan keluargaya sehingga tidak 

menjadi bebab yang menghambat terlaksananya pernikahan. 

4. Tokoh agama diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat 

bahwa nilai utama dalam perkawinan bukan terletak pada besarnya uang 

hantaran melainkan pada tanggung jawab, komitmen dan eharmonisan 

rumah tangga. 
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